
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan 

melalui wawancara serta ditunjang dengan data sekunder maka dapat 

disimpulkan, bahwa Collaborative governance dalam pencegahan stunting 

terintegrasi melalui penerapan Aplikasi ELSIMIL di Kabupaten Malang ini 

berjalan dengan baik sesuai dengan kolaborasi yang disepakati dan sesuai 

standar opersional prosedur. Melihat dari komitmen seluruh aktor yang 

terlibat menjalankan tanggungjawabnya mulai dari kondisi awal program, 

kepemimpinan yang memfasilitasi berupa anggaran walaupun terbilang 

kecil, desain kelembagaan program yang bersifat dari pemerintah pusat 

hingga pemerintah desa yang saling berkomiten selama proses kolaborasi, 

dan wujud kolaborasi ini mengindikasikan bahwa tujuan program ini 

mencegah stunting dari hulu hingga hilir. 

Selain itu, hambatan dalam pelaksanaan program pencegahan 

stunting terintegrasi melalui penerapan Aplikasi ELSIMIL di Kecamatan 

Turen ditinjau dari berbagai prespektif yang berbeda-beda. Seperti menurut 

calon pengantin (catin), Tim Pendamping Keluarga (TPK), Sub PPKBD 

Desa dan PPKBD Kecamatan. 

Selanjutnya, hasil dari collaborative governance dalam pencegahan 

stunting terintegrasi melalui penerapan Aplikasi ELSIMIL didasari dan 

dipengaruhi oleh 2 aspek kolaborasi yaitu kolaborasi legitimasi dan 

kolaborasi sumber daya yang meliputi sumber daya anggaran, sumber daya 

manusia dan sumber daya waktu. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan penemuan penelitian diatas tentang collaborative 

governance dalam pencegahan stunting terintegrasi melalui penerapan 

Aplikasi ELSIMIL di Kabupaten Malang, maka peneliti menyarankan 

kepada: 

1. Pemerintah Daerah untuk lebih meluaskan lagi basis kolaborasi 

yang terlibat dalam program pencegahan stunting berupa e- 

government. Agar tujuan dan sasaran serta relasi dari e- 

government bisa tepat sasaran. 

2. Untuk aktor yang terlibat diharapkan dapat berkomitmen untuk 

menjalankan tanggung jawabnya. Agar kendala dan hambatan 

yang ada bisa diselesaikan secara optimal. 
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